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Abstrak 

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di 

dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah 

satu hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah  bagaimana pengaturan 

pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat, apakah faktor penyebab terjadinya 

penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan 

oleh pemerintah, apakah kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jenis 

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu 

pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini 

dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan 

teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur 

dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga 

negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Faktor 

penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi 

yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih 

ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus 

memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola 

pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Kewajiban pelaksanaan 

vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena 

kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif 

pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk 

menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak 

dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara 

dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan. 

Kata Kunci: Kebijakan, Vaksinasi, Hak Konstitusional.  

 

Abstract  

The role of the state in fulfilling the basic needs of the people is very necessary, especially in 

the form of comprehensive health services, with health being recognized as one of the human 

rights. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the implementation of 

vaccination against citizens, what are the factors that cause rejection from the community 

towards the implementation of vaccination programs organized by the government, whether 

the obligation to carry out vaccinations against citizens is contrary to human rights and 

constitutional rights of citizens. This type of research is normative juridical, namely research 

based on law. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that 

does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out 

using deductive-inductive logic of thinking that is done with the theory that is used as a 

starting point for conducting research. The results of the study indicate that the regulation of 
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the implementation of vaccination against citizens is regulated in the Indonesian constitution 

which guarantees health insurance for its citizens, as embodied in Article 28H paragraph (1) 

of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. by the government, health workers who 

have survived Covid-19 still have doubts about being vaccinated, the environment, namely if 

the people closest to them are against and continue to influence them, there is a possibility 

that they will also be against the effectiveness of vaccines, mindsets, values held and people 

doubt the halalness of vaccines. The obligation to carry out vaccination of citizens is a basic 

right that must be guaranteed, because health is part of the primary needs of every human 

being and in the perspective of fulfilling the basic rights of citizens to health, the government 

is bound by the responsibility to ensure adequate access for every citizen to health services 

that appropriate and optimal as an effort to respect, protect and fulfill state obligations by 

implementing human rights norms on the right to health.  

Keywords: Policy, Vaccination, Constitutional Rights. 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, bukanlah berdasarkan atas 

kekuasaan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), 

menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”dengan menggaris bawahi 

prinsip Indonesia adalah Negara hukum, konstitusi Indonesiatelah menempatkan hukum 

dalam ketatanegaraan indonesia.  

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital dan telah 

menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari HAM, maka dalam 

pemenuhan hak atas kesehatan tersebut sangat dibutuhkanlah sarana dan prasarana berupa 

Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau pelayanan kesehatan yang baik dan layak. 

Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan layak merupakan 

tanggung jawab dari negara dan menjadi hak dari setiap warga negara yang diatur dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H (1) UUD NRI Tahun 1945 

yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan”. Lebih lanjut,Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak 

asasi manusia yang terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan diri pada masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat 

dan martabat. 

Hak warga negara untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak 

kembali dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi: “Negara bertanggung 

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum umum 

yang layak”. Ketentuan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban 

yang bersifat mutlak dalam menunjang kelangsungan hidup manusia Indonesia dengan 

menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan layak bagi siapa saja, sebagaimana dijelaskan 

padal Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan 

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal ini bermakna bahwa dalam hal pemenuhan hak 

atas kesehatan masyarakat Indonesia tidaklah bersifat diskriminatif, karena harus 

memperlakukan setiap orang sama dalam menerima manfaat dari fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut. 

Sebagai derivasi dari UUD NRI 1945, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa: “Perlindungan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah”. Hal ini 
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menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bukan saja sebagai hukum tertinggi di negeri, tetapi 

juga merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan. 

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 

umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat 

mengganggu hak asasi masing-masing individu. Hak asasi harus dipahami oleh setiap 

orangsebagai syarat untuk menjadi warga negara yang baik harus memahami dan menyadari 

mengenai hak asasi manusia.1 

Sejak mewabahnya virus covid-19 dari Tiongkok, negara-negara di berbagai belahan 

dunia, termasuk negara Indonesia telah merasakan dampak yang begitu besar dari pendemi 

covid-19. Dampak yang sangat nyata ialah adanya ancaman atas kesehatan manusia sebagai 

akibat terpapar virus covid-19, yang dapat berujung pada kematian.  

Begitu besarnya dampak dari pendemi Covid-19, menjadikan masalah ini menjadi 

perhatian serius bagi pemerintah. Dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia, kemudian 

pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan 

Negara Dan Stablitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 

Saat sekarang ini, penanganan Covid-19 telah memasuki tahap vaksinasi. Vaksinasi 

salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara terhadap 

akses kesehatan. Vaksin atau yang seringkali dikenal dengan nama imunisasi telah lama 

beredar dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan vaksin dimulai dari vaksin hepatitis B 

yang diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk memberikan kekebalan imunitas kepada 

bayi, sehingga peluang hidup sehat lebih besar, serta diikuti oleh berbagai jenis vaksin 

lainnya yang juga bermanfaat untuk memberikan kekebalan (imunitas) bagi bayi agar mampu 

tumbuh sehat. 

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dalam rangka penanganan pendemi Covid-19 

di Indonesia kemudian menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait 

dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah mewajibkan bagi setiap 

warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, 

setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi.  

Pemerintah menyatakan vaksinasi merupakan kewajiban dan terdapat sanksi bagi 

orang yang menolak untuk divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak 

mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kewajiban pelaksanaan wajib didasari 

pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan 

suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan 

yang sedang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab 

problemnya.2 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, perlu pula 

diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang ditimbulkan dalam gejala 

tersebut.3 

 
1Mahja El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, 

h. 15  
2Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 2. 
3Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, h. 43. 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.4 

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh 

metode yang dipergunakan dalam penelitian. 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan,5 yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk menganalisis penetapan vaksinasi sebagai kewajiban bagi masyarakat 

dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara.  

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan 

fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis 

dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.6 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, 

yaitu pendekatan yang menjadi bahan-bahan hukum utama sebagai dasar analisis dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan 

ini disebut pula pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach). 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini, misalnya mempelajari 

konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau 

antara Undang-Undang yang satu dengan undang-undang yang lain, dan seterusnya.7 

Pendekatan Undang-Undang bertujuan menelaah tentang kebijakan pelaksanaan 

vaksinasi sebagai kewajiban bagi masyarakat dalam program vaksinasi covid-19 yang 

dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pendemi covid-19.  

b. Pendekatan konseptual (conseptualapproach). 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan hak-

hak warga negara dalam memperoleh hak atas jaminan dan layanan kesehatan, terkait 

dengan pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan 

menetapkan kebijakan vaksinasi menjadi kewajiban bagi setiap warga masyarakat.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi 

kepustakaan (library reseacrh), yang lazim dilakukan dengan cara melaksanakan studi 

dokumen. Pelaksanaan studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-

konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan melaksanakan studi dokumen. 

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena 

penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum 

meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

 
4Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h. 35.  
5Ediwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25. 
6Sugioyono, Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 46. 
7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Hukum,  Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13. 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.8 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat 

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga 

negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang 

sesuai dengan amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di 

mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan 

mensejahterakan rakyatnya tanpa membeda-bedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan 

kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini 

seperti merebaknya Covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.9 

Virus Corona (Covid-19) telah menjadi salah satu perhatian serius bagi semua negara 

sejak akhir 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, 

virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan 

memiliki dampak yang luar biasa. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran 

pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi tersebut telah memberikan dampak 

berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit.10 

Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan 

oleh banyak pelaku ekonomi. Perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 

2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia.11 Hal 

ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), 

pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah 

dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari 

pada krisis keuangan global tahun 2008. Dampak lain yang begitu nyata adalah banyaknya 

tenaga kerja dirumahkan. Berdarkan data dari Kemenaker masa pandemi Covid-19 ini 

tercatat sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dan merumahkan tenaga kerja dengan total jumlah 1.943.916 orang. Dampak Covid-19 juga 

berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus learn from home, 

pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan. 12 

Berdasarkan hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulanginya. Kebijakan tersebut antara lain 

semi lockdown yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 

rangka percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan lain social distancing, physical 

distancing yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang 

dilakukan berbagai himbauan dari Presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, 

baik melalui media cetak maupun elektronik.13 Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan 

 
8Sugiyono, Op.Cit, h. 56. 
9Imas Novita Juaningsih, ”Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat 

Indonesia”, Jurnal Sosial & Budaya, Vol. 7 No. 6 (2020), h. 509. 
10Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronaviruses Disease (Covid-19), Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, 2020, h.14. 
11 Iskandar Muda, Dito Aditia, Darma Nasution, Erlina, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Indonesia’, Jurnal Benefita, Vol. 5 Nomor 2 (2020), h.212.   
12 Kementerian Ketenagakerjaan, ‘Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Gegara Corona’, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta,  2020, h.8.   
13 Wibowo Hadiwardoyo, ‘Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19’, Journal of Business & 

Entrepreneurship, 2.2 (2020), 83–92   
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pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian 

faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.14 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World 

Health Organization (WHO) sebagai global pandemic dan Pemerintah telah pula menetapkan 

bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan dalam rangka 

penanggulangan wabah/pandemi Covid -19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan 

percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 

sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat telah 

mengeluarkan beberapa peraturan yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273). 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916). 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063). 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6236). 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516). 

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -

19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227). 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangig Penanggulangan Pandemi Corona Y/Rus D/Sease 2019 (Covid-

19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66). 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);  

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172). 

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 

adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba 

 
14 Sylvia Hasanah Thorik, ‘Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan 

Pandemi Covid-19’, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020), h.115.   
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untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, 

vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah wajar apabila semua Negara berusaha untuk 

menemukan vaksin. Negara-negara besar yang terdepan dalam melakukan riset vaksin Covid-

19 tersebut antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Inggris, dan juga 

Jerman.  Riset-riset tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai langkah awal perang dagang 

negara-negara besar adi kuasa.15 

Vaksin selain sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi, memiliki aspek hukum 

yang tidak kalah penting dalam melindungi sebagai karya intelektual manusia. Sebagai karya 

intelektual manusia dikarenakan dalam proses menghasilkan tersebut manusia 

mendayagunakan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut 

dilakukan tidak hanya sekali selesai, melainkan beberapa kali (trial and error) hingga 

dihasilkan sebuah formula vaksin yang benar-benar dapat mengatasi penyebaran pandemi 

Covid-19. Sebuah vaksin yang telah dilindungi melalui instrumen hukum pada akhirnya tidak 

boleh orang lain menggunakan secara sembarangan tanpa seizin penemu (inventor) vaksin 

tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut seseorang dapat berurusan dengan masalah hukum 

yang mungkin tidak hanya akan mengalami kerugian materiil melainkan juga immaterial. 

Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk 

kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan. Dalam wabah ini kesehatan dan 

keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga pemerintah harus sangat hati-hati 

mengambil tindakan apa pun agar tidak berimbas pada kerugian masyarakat. Penting kiranya 

juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidak hanya dalam menjamin 

keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan perintah pula harus menjadi garda 

terdepan yang melindungi para tenaga medis yang tengah berjuang mengobati ribuan pasien 

yang terinfeksi virus corona. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai 

tenaga kesehatan nyatanya belum terdapat pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang memberikan penjaminan kepastian 

hukum bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian Pemerintah perlu dengan sigap menerbitkan 

peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum 

dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan. 

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 terus berpacu dengan waktu. Berbagai 

strategi dilakukan pemerintah pusat maupun daerah melalui Satgas Penanganan Covid-19 

masing-masing. Meski terkesan belum optimal terutama dalam sinkronisasi berbagai 

kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, namun semangat untuk menekan laju 

penularan kian masif agar tidak semakin meningkat.16 

Harus diakui, karakteristik virus yang memiliki nama ilmiah severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) itu kian kompleks. Tercatat setidaknya 75 juta 

manusia di muka bumi telah terpapar virus tersebut, yang merenggut lebih dari 2 juta nyawa 

manusia. Di Indonesia, setali tiga uang jumlah yang terpapar tiap hari terus meningkat 

kisaran 700 ribuan, meski angka kesembuhan juga terus meningkat. Salah satu harapan 

sebagai jurus penyelamat adalah ketersediaan vaksin. 

Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi 

Covid-19 di Indonesia. Keenam vaksin tersebut yaitu Bio Farma (Persero), Astra Zeneca-

Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Penetapan enam jenis vaksin 

itu melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang 

Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. 

 
15 Achmad Reyhan Dwianto, “6 Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia”, Detik 

Health, 2020, h.311.   
16 Imas Novita Juaningsih, op.Cit, h.89. 



 

Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021 Page | 515 

Penanganan pengendalian Covid-19 telah memasuki tahap penting yakni vaksinasi 

sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Secara yuridis, penolakan 

terhadap vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan ratio legis Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan 

konstruksi makna “Bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan (vaksinasi adalah bagian dari kekarantinaan kesehatan) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus 

juta rupiah). 

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan sebagai aturan turunan dari UUD NRI Tahun 1945, tidak ada pasal 

yang mengatur dengan tegas mengenai pemberian vaksinasi itu bagian dari kewajiban. 

Undang-undang hanya mengatur vaksin sebagai tindakan kesehatan kekarantinaan artinya 

tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban.17 

Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam UUD NRI 1945, bahwa pelayanan 

kesehatan merupakan hak. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian 

dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. 

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus 

dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) sedangkan hak dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. 

Dalam rangka menegakan supremasi konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, segala jenis aturan tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi, sehingga dapat terciptanya : 

1. Tidak bertentangan dengan konstitusi;  

2. Ada keserasian aturan hukum yang berjenjang;  

3. Tidak melanggar hak konstitusional warga negara.18 

Sebagai pijakan berfikir tertib perundang-undangan, perlu ditinjau mengenai 

hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, di Indonesia tercantum 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan terbagi atas UUD 

NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Daerah Provinsi Perdaprov dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda 

Kab/Kota). 

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang 

diperlukan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri 

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara letterlijk vaksinasi Covid-19 adalah sebuah hak 

individu sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya sendiri.   Namun jika digunakan 

kontruksi hukum secara sistematis (mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan 

secara komprehensif) dan kontekstual (kondisi aktual), maka hak individu terkait vaksinasi 

Covid-19 akan bertransformasi sebagai hak publik tatkala dihubungkan dengan kondisi 

darurat kesehatan dan wabah penyakit menular yang memiliki implikasi pada pemenuhan hak 

atas kesehatan bagi masyarakat luas yang mana konsekuensi tersebut menjadi tanggungjawab 

konstitusional pemerintah. 19 

 
17 Ibid, h.90. 
18 Adelia Rachma, Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi, Op.Cit, h.140. 
19 Ibid, h.141. 
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Masifisitas penyebaran Covid-19 sendiri telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi 

sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

2020. Secara logis, kondisi darurat kesehatan masyarakat tentunya memiliki ekses yang 

berbeda dengan kondisi normal.  Dalam tinjauan asas hukum lex spesialis derogat lex 

generali, keberlakukan hak privat dalam pemilihan pelayanan kesehatan (vaksinasi Covid-19) 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan 

karena ada kondisi dan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1984 Tentang 

Wabah Penyakit Menular yang merupakan implementasi lebih konkret dari pada Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1984 Tentang 

Wabah Penyakit Menular mengesampingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan terkait pengaturan substansi yang memiliki koherensi. 

Oleh karena itu, vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan dan solusi dari wabah penyakit menular merupakan domain hak 

publik dalam rangka memperoleh jaminan dan pemenuhan kesehatan. Tanpa adanya 

(kewajiban) vaksinasi, seseorang bisa menjadi causa bagi penularan wabah penyakit (Covid-

19) dan membahayakan hak publik (masyarakat) untuk memperoleh jaminan dan pemenuhan 

kesehatan, maka dari itu, ancaman sanksi pidana terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 

sebagai instrumen perlindungan hak publik khususnya terkait pemenuhan hak atas kesehatan 

dan perlindungan dari wabah penyakit menular yang memiliki basis filosofis, sosiologis, dan 

yuridis dalam kerangka sistem hukum maupun legitimasi konstitusional. 

C. Faktor Penyebab Penolakan Dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program 

Vaksinasi Oleh Pemerintah 

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, 

barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil dan hal tersebut sudah terlambat. Beberapa 

kebijakan tersebut meliputi melarang semua penerbangan dari dan ke China, menghentikan 

pemberian visa bagi warga negara China untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, 

membatasi perjalanan dari dan ke beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia, dan Iran, 

meliburkan sekolah, kampus, termasuk beberapa kantor pemerintahan dan perusahaan swasta, 

hingga menutup pusat-pusat hiburan.20  

Kebijakan-kebijakan tersebut diambil karena Pemerintah Indonesia sadar bahwa 

wabah Covid-19 merupakan bencana berskala nasional yang harus diselesaikan dengan cara 

yang luar biasa (extra-ordinary). Oleh sebab itu Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebab 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional pada 13 April 2020.21 

Selain masalah lambatnya pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang 

berimplikasi pada terlambatnya implementasi penanganan Covid-19, lemahnya koordinasi 

antar pemangku kepentingan pun menjadi problem dalam mengendalikan penyebaran virus 

korona di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah 

pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam 

maupun bencana non-alam termasuk kesehatan. Selain bentuk negara kesatuan, dalam sistem 

politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep otonomi daerah yang mengamanatkan 

semua urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali, politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.  

Urusan kesehatan bagi pemerintah daerah  adalah urusan yang dapat ditangani oleh 

pemerintah daerah  meskipun secara konseptual urusan kesehatan merupakan urusan yang 

bersifat concurrent yang dapat diurus bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan 

 
20 Imas Novita Juaningsih, Op.Cit, h.201. 
21 Ibid, h.202. 
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kabupaten/kota tetapi ketika beberapa pemerintah daerah melakukan langkah proaktif untuk 

menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai Covid-19 (di awal-awal penyebaran virus 

Korona), pemerintah pusat mengkritik langkah-langkah proaktif pemerintah daerah 

tersebut.22 

Lemahnya koordinasi atau komunikasi antar-stakeholder dalam penanganan Covid-19 

juga terlihat dari adanya pembatasan lokasi pemeriksaan Covid-19  hanya di Jakarta yakni di 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). 

Padahal ada puluhan rumah sakit dan laboratorium di daerah yang dapat diberdayakan untuk 

melakukan pemeriksaan spesimen virus korona. Pemusatan penanganan ini membuat 

pengambilan keputusan dan tindakan menjadi lamban bukan tanpa dasar. Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah landasannya. Pada Pasal 5 

Ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan 

Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu”. Lebih lanjut pada 

Pasal 11 Ayat (1) dituliskan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ....” Sementara peran pemerintah 

daerah dalam regulasi ini menjadi pengikut atau dapat berperan aktif apabila dilibatkan oleh 

pemerintah pusat (Pasal 5 Ayat (2), maknanya pemeriksaan Covid-19 hanya dapat dilakukan 

di Jakarta padahal Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas sehingga dapat 

dibayangkan betapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk proses transportasi logistik 

spesimen dari daerah ke Jakarta. 

Satu masalah lain yang menyebabkan Indonesia kurang berhasil mengendalikan 

penyebaran virus korona adalah ketidakacuhan (untuk tidak mengatakan ketidakpedulian) 

warga terhadap imbauan atau instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya 

orang-orang berkumpul di cafe, mall, bioskop ataupun tempat-tempat yang telah dilarang 

oleh pemerintah. Padahal sejak awal pemerintah telah memberikan arahan kepada warga 

untuk melakukan physical atau social distancing menjaga jarak dengan orang lain.  

D. Kewajiban Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat Bertentangan 

Dengan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang 

harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing 

bangsa bagi pembangunan nasional.23  

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat 

Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. 

Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti 

pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung 

jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. 24 

Kesehatan merupakan hak fundamental bagi warga negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 

tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, maka 

pembangunan nasional harus diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya 

 
22 Ibid, h.203 
23 Hernadi Affandi,  “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan 

dan Realisasi Tanggung Jawab Negara.” Jurnal Hukum Positum, Vol.4 No. 1 (2019), h. 36. 
24 Ibid, h.37. 
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manusia yang bekualitas dan memiliki daya saing. Dalam upaya membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitasdan memiliki daya saing, maka pembangunan kesehatan perlu 

diarahkan path peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.25 

Derajad kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan 

ekonomi yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga 

diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif dan mampu bersaing 

untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu diperlukan perencanaan 

program yang bersifat inovatif, dan sebuah produk hukum yang memiliki sifat mengikat dan 

mengatur segala aspek kehidupan dibidang kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.26 

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan 

mempunyai peran penting dalam pembentukan masyarakat adil makmur dan sejahtera. 

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.27 

Sri Siswati mengungkapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis.28 Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan 

pembinaan sumber daya manusia serta merupakan salah satu modal bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. 

Untuk mewujudkannya, maka penyelenggaraan hak pelayanan kesehatan yang baik bagi 

warga negara menjadi keniscayaan. Negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) 

pemenuhan dan perlindungan HAM termasuk di dalamnya hak atas kesehatan, wajib 

memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh 

warga negara.29 

Kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, karena itu kesehatan merupakan 

dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak 

sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh 

hak-hak lainnya sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan 

ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (Human Development Index).30 

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai 

instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut 

secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut : 

1. Instrumen Internasional : 

a. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 

b. Pasal 6 dan 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

c. Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) 

d. Pasal 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination (ICERD). 

e. Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (Women’s Convention). 

 
25 Ibid, h.39 
26 Rif’atul Hidayat, Op.Cit, h.87. 
27Maskawati, Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, Litera, 

Yogyakarta: 2018, h. 1. 
28Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, 

2015, h. 3. 
29Yenti Rosdianti, “Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau”, Jurnal HAM 

Volume VIII, 2020, h.97. 
30 Ibid, h.98. 
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f. Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT). 

g. Pasal 24 Convention on the Rights of the Child (Children’s Convention, or CRC) 

2. Instrumen Nasional : 

a. Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. 

d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. 

Dengan melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya 

setiap gangguan, intervensi atau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya yang 

mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan 

sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang 

diterima adalah merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia. 

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat atau 

pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan 

pemerintah tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat 

berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya 

sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.  

Antara hak asasi manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling 

mempengaruhi. Sering akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan 

demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan 

pelanggaran terhadap HAM.31 Sementara itu juga terdapat beberapa aspek yang tidak dapat 

diarahkan secara sendiri dalam hubungan antara Negara dan Individu. Secara khusus 

kesehatan yang baik tidaklah dapat dijamin oleh negara, dan tidak juga negara menyediakan 

perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, 

faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat 

atau beresiko, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesehatan seseorang, 

sehingga hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, 

pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang 

memadai dan terjangkau.32 

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan 

untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasioal. Hak atas kesehatan meliputi 

hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan : Everyone has the right to a 

standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, 

including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the 

right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or 

other lack of livelihood in circumstances beyond his control.33 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai 

untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas 

pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta 

hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut 

 
31 Mahja El Muhtaj, Op.Cit, h.72. 
32 Ibid, h.73. 
33 Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum, 

Deepublish, Yogyakarta, 2014, h.44.   
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usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang 

terjadi di luar kekuasaannya.34 

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah 

prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk 

melindungi hak-hak warga negara.  Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai 

konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk 

bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan 

hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau 

dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula 

dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.35 

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia 

memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 

Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  

Bentuk upaya Negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan 

meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh 

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk 

mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan . 

Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak 

asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri 

manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat 

manusia.36 

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena 

kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan 

jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan 

merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan 

salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan.37 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi 

negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan 

penanganan pandemi Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka 

melindungi  kesehatan warga negaranya mulai dari menetapkan status darurat kesehatan 

melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah 

sebagaimana yang tertuang dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

 
34Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 

Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, h.321. 
35 Ibid, h.322. 
36 Satya Arinanto, Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, h.52   
37 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 

1945 Tahun 2002, Op.Cit, h.1   
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Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

2. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program 

vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas 

Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra 

dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas 

vaksin, pola pikIr, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Menyikapi 

hal tesebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 

4/2016 tentang imunisasi pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk 

mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. 

3. Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang 

harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia 

dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah 

terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara 

atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, 

melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-

norma HAM pada hak atas kesehatan. 
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